
ABSTRAKSI 

Trafficking kini menjadi isu besar yang menarik perhatian regional dan 

global. Meski sulit memperkirakan jumlah orang Indonesia yang menjadi korban 

trafficking. Perdagangan manusia sekarang dianggap sebagai swnber keberuntungan 

tcrbes:ir ketiga sebagai criminal lerorganisir setelah perdagangan ol:-at-obatan 

terlarang dan senJata. 

Umumnya dalam trafficking anak perempuan yang putus sekolah, yang 

mempunyai masalah pribadi dan dari kcluarga yang miskin direkrut dari daerah 

as:ilnya scpcrti kota, kanlpong dm desa miskin, untuk dipekerjakan di dunia hlburan. 

Dari sudut pandang korban seringkali karena ketidaktahuan atau keterpaksanaan 

schingga mereka terjerumus kc dalam dunia pelacumn. 

Skripsi ini berbicara tentang masalah perdagangan (trafficking) dimana anak 

menjadi korbannya. pcrdagangan (trafficking) terhadap anak dilatarbelakangi oleh 

masih lianyaknya pihak yang belum mcngc1ahui 1entang masalah perdagangan 

(trafficking) bagi anak. Dan peraturan hokwn yang ada saat ini dirasa' belwn cukup 

unluk mengatasi komprchensif. 

Dimana pcnelitian ini bertujuun unluk mengctahui kaidah hokum dan 

pcrUndang-undang tentang trafficking. fuk1or-faJ..1or yang mendorong terjaJinya 

perdag·ingan manusia, hagaimana upaya perlindungan dan pcnanganan hokwn bagi 

snak korban trafficking. 
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Scbagai hasil pcnelitian dilemukan bnhwa Kota Medan merupakan kota 

terbcsar c!i Sumatera Utara yang menjadi pusat perdagangan anak Jan perempuan, 

Kola Medan juga menjadi tempal transit dari perdagangan anak percmpuan ke luar 

daerah Kota Medan maupun ke luar ncgcri, yang memasok anak-anak perempuan 

yang berasal dari daerah-daerah pedesaan yang berada di sekitar Kota Medan maupun 

Jar: daerah-daerah yang b.:rada di luar Sumatcra Utara. dan kondisi ini sudah S31lgat 

memprihatinkan se1ta mcresahkan masyarakat dan pemerintah setempat. 

Berbagai upaya penanggulangan dan perlindungan telah dilaln1i<an pemerintah 

khusu�nya pihak kepolisian scbagai ujung tombak dakam upaya penanggulangan <lan 

perlindungan hokum bagi korban-korban trafficking dengan cara-cara yang 

i>erdasarkan ketentuan penindang-undangan yang mengatur ma%1ah traflkking 

dtdukung pula oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang koasen terhadap 

masalah-masalah trafficking. 
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